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Abstrak
Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari
2022, konflik bersenjata yang terjadi telah menimbulkan
dampak kemanusiaan yang sangat serius. Berbagai
pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional
(HHI) dilaporkan terjadi, mulai dari serangan langsung
terhadap warga sipil hingga perlakuan tidak manusiawi
terhadap tawanan perang. Studi ini berfokus untuk
mengkaji  pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan
memerhatikan prinsip-prinsip dasar HHI serta menganalisis
dampaknya terhadap norma-norma internasional. Selain
itu, artikel ini juga membahas bagaimana komunitas
internasional merespon pelanggaran tersebut melalui
upaya-upaya penegakan hukum dan  mekanisme
akuntabilitas. Melalui pendekatan kualitatif yang mengacu
pada dokumentasi dari organisasi kemanusiaan dan badan



mailto:edy_sujatmiko@yahoo.co.id
mailto:teguharh2000@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 1 Tahun 2025

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

internasional, jurnal ini memberikan gambaran mendalam
tentang dinamika konflik dan pelanggaran hukum yang
menyertainya.

Kata kunci: Konflik Rusia-Ukraina, hukum humaniter
internasional, pelanggaran HAM, perlindungan sipil,
tawanan perang.

PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu peristiwa geopolitik paling
signifikan dan berdampak luas dalam beberapa dekade terakhir. Awal mula ketegangan ini
dapat ditelusuri kembali ke tahun 2014, ketika Rusia mengadakan aneksasi wilayah Krimea
secara kontroversial dan mendukung gerakan separatis di wilayah Donbas, Ukraina timur.
Kejadian ini memicu perpecahan politik dan militer yang berkepanjangan antara kedua negara,
dan kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai elemen
militer, politik, dan sosial. Pada Februari 2022, situasi ini meningkat drastis dengan dimulainya
invasi militer besar-besaran oleh Rusia ke seluruh wilayah Ukraina, yang memicu gelombang
konflik bersenjata yang lebih intens dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Sejarah panjang
ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini tidak hanya berkaitan dengan klaim teritorial dan
kepentingan geopolitik, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan etnis, budaya, dan
identitas nasional yang kompleks. Ukraina, sebagai negara yang baru merdeka pasca-Soviet,
berusaha mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya di tengah tekanan politik dan
militer yang berasal dari Rusia, yang melihat Ukraina sebagai bagian dari zona pengaruh
strategisnya. Konflik ini, oleh karenanya, tidak hanya menyangkut kepentingan nasional kedua
negara, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Eropa Timur dan
bahkan berdampak pada tatanan keamanan global.

Dalam konteks hukum, konflik ini menimbulkan tantangan besar terhadap penerapan
hukum humaniter internasional (HHI) yang dirancang untuk melindungi mereka yang tidak
terlibat langsung dalam konflik, terutama warga sipil dan tawanan perang. Berbagai laporan
menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hukum ini, termasuk serangan terhadap
warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan
perang. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas hukum internasional dalam
mencegah kekerasan dan melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata, khususnya
ketika salah satu pihak merupakan negara besar dengan pengaruh politik dan militer yang
kuat. Dari sudut pandang sosial-politik dan keamanan, konflik ini memicu dampak yang sangat
luas baik di dalam negeri Ukraina maupun di tingkat regional dan global. Di tingkat domestik,
perang telah menyebabkan krisis kemanusiaan dengan jutaan orang mengungsi, kerusakan
infrastruktur vital, serta disintegrasi sosial dan politik yang mengancam stabilitas negara. Di
tingkat regional, konflik ini menimbulkan ketegangan antara Rusia dan negara-negara tetangga
serta aliansi seperti NATO dan Uni Eropa, yang khawatir akan potensi ekspansi konflik dan
ancaman terhadap keamanan kolektif mereka. Konflik ini juga memicu pergeseran aliansi
strategis dan peningkatan perlombaan senjata di kawasan, yang berisiko memperburuk
ketidakstabilan keamanan regional.

Dinamika global juga sangat dipengaruhi oleh konflik ini. Hubungan antara kekuatan
besar dunia, terutama antara Barat dan Rusia, menjadi semakin tegang dengan konsekuensi
geopolitik yang luas, termasuk sanksi ekonomi internasional yang belum pernah terjadi
sebelumnya dan ketidakpastian dalam perdagangan global serta keamanan energi. Konflik ini
menunjukkan betapa pentingnya hukum internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa
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yang efektif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, serta bagaimana kegagalan
dalam menegakkan aturan hukum dapat memperparah krisis dan mengancam tatanan
internasional. Dalam kerangka tersebut, mengangkat tema “Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran
Hukum Humaniter Internasional” sebagai fokus penelitian menjadi sangat penting. Pertama,
penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk
pelanggaran hukum yang terjadi dalam konflik yang sangat kompleks ini, serta dampaknya
terhadap korban dan sistem hukum internasional. Kedua, dengan memahami pelanggaran dan
mekanisme penegakan hukum yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
strategis bagi komunitas internasional untuk memperkuat perlindungan hukum humaniter dan
mendorong akuntabilitas pelaku pelanggaran. Ketiga, studi ini juga berkontribusi terhadap
literatur akademik dan kebijakan internasional mengenai konflik bersenjata modern, hukum
internasional, dan hak asasi manusia, yang sangat relevan di era globalisasi dan
interdependensi saat ini.

KAJIAN TEORI
Hukum Humaniter Internasional

International Humanitarian Law (IHL) menjadi kerangka normatif utama yang mengatur
tata cara pelaksanaan konflik bersenjata dengan tujuan melindungi mereka yang tidak terlibat
langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Hukum
ini berakar pada empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan yang disahkan
pada tahun 1977, yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam konflik.
Prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan hukum humaniter internasional adalah prinsip
pembedaaan, yaitu kewajiban untuk membedakan secara tegas antara kombatan dan non-
kombatan serta antara objek militer dan sipil agar serangan hanya ditujukan pada sasaran
militer yang sah. Selain itu, prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menimbulkan
kerugian berlebihan bagi warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang dicapai.
Prinsip perlakuan manusiawi menuntut agar semua pihak dalam konflik memperlakukan
tawanan perang dan orang-orang yang tidak berperang secara adil dan tanpa penyiksaan.
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini merupakan kejahatan perang yang memiliki
konsekuensi hukum di tingkat internasional.

Kejahatan Internasional

Teori kejahatan internasional dan penegakan hukum internasional menjadi bagian
penting dalam memahami konsekuensi hukum atas pelanggaran hukum humaniter. Konsep ini
mencakup pengertian kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang
telah diatur dalam hukum pidana internasional. Mahkamah Pidana Internasional (International
Criminal Court/ICC) berperan sebagai lembaga yang bertugas mengadili individu-individu yang
bertanggung jawab atas pelanggaran berat tersebut. Kejahatan perang meliputi pelanggaran
berat terhadap hukum perang, seperti serangan yang disengaja terhadap warga sipil,
penyiksaan, dan penggunaan senjata terlarang. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup
tindakan yang dilakukan secara sistematis terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan,
penganiayaan, deportasi, dan kekerasan seksual. Sementara itu, genosida merupakan tindakan
dengan maksud untuk memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok
nasional, etnis, ras, atau agama. Teori ini menegaskan pentingnya akuntabilitas hukum
internasional dan perlunya kerja sama antarnegara dalam menindak pelaku pelanggaran agar
keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam situasi konflik bersenjata menjadi
dasar penting untuk melengkapi hukum humaniter. Meskipun hukum humaniter berfokus pada
aturan dalam situasi perang, perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dan harus dijaga,
terutama hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan manusiawi. Instrumen-
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instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa hak-hak ini tidak dapat
dikurangi atau diabaikan walaupun dalam keadaan konflik. Dalam konteks konflik Rusia-
Ukraina, pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan tawanan, pemindahan paksa warga
sipil, dan serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran ganda yang melanggar baik
hukum humaniter maupun hak asasi manusia.

Dari perspektif ilmu hubungan internasional, teori-teori seperti realisme dan liberalisme
membantu menjelaskan dinamika politik dan keamanan yang mempengaruhi implementasi
hukum humaniter internasional. Realisme menekankan bahwa negara-negara bertindak
berdasarkan kepentingan nasional dan pertimbangan kekuasaan, sehingga kepatuhan terhadap
hukum internasional seringkali bergantung pada keseimbangan kekuatan dan kepentingan
strategis mereka. Dalam konflik Rusia-Ukraina, kepentingan geopolitik dan keamanan nasional
menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan hambatan dalam
penegakan hukum. Sebaliknya, liberalisme menekankan pentingnya peran institusi
internasional, hukum, dan norma bersama sebagai fondasi untuk mencapai perdamaian dan
kerja sama antarnegara. Perspektif ini menyoroti pentingnya penguatan lembaga internasional
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional sebagai penegak
hukum humaniter dan pelindung hak asasi manusia.

Kemanusiaan dan Etika Perang

Teori kemanusiaan dan etika perang, yang sering dirangkum dalam konsep Just War
Theory, memberikan landasan moral dan etis bagi penilaian legitimasi perang dan cara
berperang. Teori ini membedakan antara alasan yang sah untuk memasuki perang (jus ad
bellum) dan aturan-aturan yang harus ditaati selama perang berlangsung (jus in bello). Hukum
humaniter internasional dapat dipandang sebagai implementasi praktis dari jus in bello, yang
mengatur cara berperang agar tetap menghormati martabat manusia dan meminimalkan
penderitaan. Konsep ini mengakui bahwa meskipun perang kadang tak terhindarkan, tindakan
dalam peperangan harus dibatasi oleh norma-norma etis yang melindungi manusia dan
mencegah kekejaman yang tidak perlu.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendakatan penelitian (yuridis
normatif), dengan kata lain penelitian yang menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas
hukum, dan prinsip-prinsip hukum internasional (khususnya hukum humaniter internasional).
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu
menjelaskan (deskriptif) bentuk-bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, juga menganalisis (analitis) relevansi dan
efektivitas instrumen hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata.

Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (study of
literature), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi
dalam bentuk. ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta
makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan,
ialah menerapkan penelitian terhadap data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan
ketentuan- ketentuan maupun asas- asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang
diteliti.

PEMBAHASAN
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Rusia-Ukraina
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Konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu contoh
paling signifikan di abad ke-21 mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI)
dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional, yang berakar pada Konvensi Jenewa
1949 dan protokol tambahannya, bertujuan melindungi individu yang tidak berpartisipasi
langsung dalam permusuhan, khususnya warga sipil, personel medis, dan tawanan perang.
Namun, sepanjang konflik ini, terdapat berbagai laporan dan bukti yang menunjukkan
pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum ini. Salah satu pelanggaran yang
paling mencolok adalah serangan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang
tidak boleh menjadi sasaran serangan militer. Kota-kota besar seperti Mariupol, Kharkiv, dan
Bucha telah menjadi saksi penderitaan warga sipil akibat serangan udara, pengeboman artileri,
dan pengepungan yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Serangan-serangan
tersebut sering kali tidak membedakan antara sasaran militer dan non-militer, bertentangan
langsung dengan prinsip pembedaaan yang menjadi pilar hukum humaniter. Misalnya,
pengepungan kota Mariupol pada awal 2022 tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang sangat
besar, tetapi juga menyebabkan kerusakan luas pada rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur
vital lain yang seharusnya mendapat perlindungan khusus menurut hukum internasional.
Laporan dari Human Rights Watch dan United Nations Human Rights Monitoring Mission
menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas medis tersebut tidak hanya menimbulkan Kkrisis
kemanusiaan tetapi juga melanggar aturan hukum yang telah disepakati secara internasional.

Penggunaan senjata terlarang juga menjadi isu yang sangat serius dalam konflik ini.
Senjata seperti bom cluster dan ranjau darat antipersonel dilaporkan digunakan di wilayah
yang padat penduduk. Bom cluster sangat berbahaya karena bom-bom kecil yang tersebar di
area luas sering kali tidak meledak saat dijatuhkan, menimbulkan ancaman jangka panjang
terhadap warga sipil bahkan setelah pertempuran berakhir. Ranjau darat juga melukai atau
membunuh warga sipil yang melintas di wilayah bekas pertempuran, dan penempatan ranjau
ini sering tidak diikuti dengan tanda peringatan yang memadai. Selain itu, tuduhan
penggunaan senjata kimia—meskipun belum dikonfirmasi secara independen—menimbulkan
kekhawatiran besar terhadap pelanggaran Konvensi Senjata Kimia yang secara eksplisit
melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan luar biasa dan tidak dapat
dibedakan. Penggunaan senjata seperti ini tidak hanya melanggar protokol tambahan dari
Konvensi Jenewa, tetapi juga merusak norma-norma internasional yang telah lama dibangun
untuk melindungi manusia dalam konflik. Selain serangan langsung dan senjata terlarang,
perlakuan terhadap awanan perang dalam konflik ini juga menimbulkan kekhawatiran besar.
Berbagai laporan dari Komisi Independen PBB dan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty
International dan Human Rights Watch mendokumentasikan tindakan penyiksaan, perlakuan
tidak manusiawi, dan eksekusi di luar proses hukum yang sah terhadap tawanan perang
Ukraina. Penyiksaan yang dialami meliputi penyiksaan fisik, termasuk pemukulan, penyiksaan
listrik, serta pelecehan seksual yang dilakukan secara sistematis. Penahanan tanpa proses
hukum yang jelas dan tanpa akses terhadap pengacara atau keluarga juga menjadi pelanggaran
berat terhadap Konvensi Jenewa yang menjamin perlakuan manusiawi terhadap tawanan
perang. Kasus-kasus eksekusi di luar proses hukum yang telah dilaporkan juga menunjukkan
adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang mengkhawatirkan. Semua perlakuan
ini tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga mengancam prinsip
kemanusiaan dan martabat manusia yang menjadi dasar hukum internasional.

Selain itu, praktik pemindahan paksa dan deportasi anak-anak dan warga sipil Ukraina
ke wilayah Rusia atau ke wilayah yang diduduki Rusia menjadi isu pelanggaran hukum
humaniter yang sangat serius. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan hukum
internasional yang melarang pemindahan paksa warga sipil selama konflik bersenjata. Anak-
anak yang dideportasi tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka menghadapi risiko
kehilangan identitas, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya. Terdapat pula bukti adanya
program “Rusiafikasi” yang bertujuan menghilangkan identitas budaya Ukraina dari anak-anak
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tersebut, suatu tindakan yang dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana
Internasional sebagai kejahatan perang dan potensi genosida. Hal ini memperlihatkan bahwa
pelanggaran hukum humaniter tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyasar aspek sosial dan
budaya yang melindungi hak-hak kelompok rentan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak
terjadi secara sporadis, melainkan menunjukkan pola sistematis yang mengindikasikan
kurangnya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang
terlibat. Pola ini semakin diperkuat oleh berbagai laporan dari lembaga internasional yang
mendokumentasikan kejadian demi kejadian pelanggaran sejak awal konflik hingga saat ini.
Selain itu, penggunaan propaganda dan disinformasi turut memperumit situasi, dengan upaya
untuk menyangkal atau meminimalisir pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini menimbulkan
tantangan serius bagi upaya penegakan hukum dan akuntabilitas di tingkat internasional.
Dampak Sosial, Politik, dan Hukum

Konflik Rusia-Ukraina telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan
multidimensional, meliputi aspek sosial, politik, serta hukum yang saling berkaitan dan
memperkuat satu sama lain. Dari sisi sosial, dampak konflik ini terasa sangat berat bagi warga
sipil yang menjadi korban langsung dari operasi militer dan pelanggaran hukum humaniter.
Sejak awal invasi besar-besaran pada Februari 2022, jutaan warga Ukraina mengalami
pengungsian massal, baik ke dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga seperti
Polandia, Rumania, dan Hungaria. Berdasarkan data terbaru dari UNHCR (2025), lebih dari
tujuh juta orang telah meninggalkan rumah mereka untuk menghindari kekerasan, menjadikan
krisis pengungsi Ukraina sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Eropa. Kondisi
pengungsi yang seringkali berlangsung dalam situasi yang sangat rentan, dengan keterbatasan
akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan
pendidikan, semakin memperburuk penderitaan sosial mereka.

Selain dampak fisik dan material, trauma psikologis menjadi isu kritis yang
mempengaruhi kesehatan mental jutaan korban. Anak-anak yang mengalami kekerasan,
kehilangan keluarga, dan pengungsian dalam situasi perang berisiko tinggi mengalami
gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Perempuan yang menjadi
korban kekerasan seksual dalam konteks konflik juga menghadapi stigma sosial dan kebutuhan
dukungan psikososial yang kompleks. Ketidakstabilan sosial akibat konflik turut menimbulkan
disintegrasi komunitas lokal dan mengancam kohesi sosial jangka panjang, yang dapat
memperumit proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik.

Dari segi politik, konflik ini telah mengubah lanskap geopolitik Eropa dan dunia secara
signifikan. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu gelombang solidaritas dan reaksi keras dari
negara-negara Barat, yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap
prinsip kedaulatan dan integritas wilayah yang diatur oleh hukum internasional. Sebagai
respons, negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya
memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat ketat terhadap Rusia, mulai dari pembekuan aset,
embargo minyak dan gas, hingga pelarangan perdagangan teknologi tinggi. Sanksi-sanksi ini
bertujuan melemahkan kapasitas militer dan ekonomi Rusia untuk melanjutkan agresi,
sekaligus memberikan tekanan politik agar Rusia menghentikan pelanggaran hukum humaniter.
Namun, kebijakan sanksi juga membawa dampak ekonomi global, seperti kenaikan harga
energi dan ketidakpastian pasar yang berdampak pada negara-negara berkembang. Konflik ini
juga memicu pergeseran aliansi strategis dan dinamika keamanan regional. NATO memperkuat
kehadirannya di Eropa Timur sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina dan upaya pencegahan
agresi lebih lanjut. Situasi ini meningkatkan ketegangan antara blok Barat dan Rusia, yang
berpotensi memperpanjang ketidakstabilan geopolitik. Dalam konteks ini, resolusi diplomatik
menjadi sangat sulit dicapai, mengingat kepentingan strategis dan nasional yang bertabrakan.
Ketidakpastian politik ini berimbas pada proses perdamaian yang terhambat, meskipun ada
berbagai upaya mediasi internasional.
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Dari aspek hukum, dampak konflik terhadap sistem hukum internasional sangat
mencolok. Pelanggaran hukum humaniter yang terjadi dalam skala besar dan sistematis
menantang efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional, khususnya Mahkamah
Pidana Internasional (ICC) dan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat
perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Presiden Rusia dan pejabat militer
lainnya merupakan upaya penting untuk menegakkan akuntabilitas, tetapi dihadapkan pada
tantangan politik dan operasional. Penolakan Rusia untuk mengakui yurisdiksi ICC dan
hambatan akses investigasi membatasi efektivitas proses hukum tersebut. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih bergantung pada kerjasama politik dan
diplomatik negara-negara anggota untuk berfungsi secara optimal. Selain itu, dampak hukum
lain yang terjadi adalah meningkatnya perdebatan mengenai supremasi hukum internasional
dan kedaulatan nasional. Konflik ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana
hukum internasional dapat ditegakkan ketika negara-negara kuat menentangnya secara
terbuka. Hal ini membuka diskusi tentang reformasi mekanisme hukum internasional agar lebih
responsif dan mampu menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar.
Konsekuensi hukum yang terjadi juga menggarisbawahi perlunya penguatan norma-norma
hukum humaniter melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan lebih ketat, agar kejahatan
perang dan pelanggaran hak asasi manusia tidak terus berulang di masa depan.

Upaya Penegakan Hukum dan Rekomendasi

Penegakan hukum humaniter internasional dalam konteks konflik Rusia-Ukraina
menghadapi tantangan yang sangat kompleks, baik dari segi teknis, politik, maupun
kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan salah satu institusi utama yang
berperan dalam upaya penegakan hukum ini. ICC telah mengambil langkah-langkah strategis
dengan membuka investigasi resmi terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang dilakukan selama konflik, termasuk mengeluarkan surat perintah
penangkapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin.
Langkah ini menandai komitmen komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban
atas pelanggaran berat hukum humaniter. Namun, proses ini tidak berjalan mudah. Hambatan
utama yang dihadapi ICC adalah keterbatasan akses ke wilayah konflik akibat penolakan atau
penghalangan dari pihak-pihak yang berkonflik, serta situasi keamanan yang tidak
memungkinkan penyelidikan lapangan dilakukan secara menyeluruh dan independen.

Di luar ICC, berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan juga
memainkan peran krusial dalam mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi. Human Rights Watch, Amnesty International, dan Komisi PBB untuk Hak Asasi
Manusia secara konsisten menerbitkan laporan-laporan investigasi yang mendetail, berdasarkan
wawancara saksi mata, pengumpulan bukti forensik, dan analisis data lapangan. Laporan-
laporan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk mendukung proses hukum di pengadilan
internasional maupun sebagai alat diplomasi guna menekan pihak-pihak yang bertanggung
jawab agar mengakhiri praktik pelanggaran. Dokumentasi ini juga berfungsi untuk mengedukasi
publik global dan membangun tekanan moral terhadap pelaku pelanggaran.

Selain upaya hukum, komunitas internasional, terutama negara-negara Barat, telah
mengerahkan sanksi ekonomi dan politik sebagai instrumen tekanan non-militer terhadap
Rusia. Sanksi ini mencakup pembekuan aset, larangan perdagangan, pembatasan akses ke
teknologi, hingga pengucilan diplomatik. Tujuan utama sanksi ini adalah untuk melemahkan
kapasitas ekonomi dan politik pihak agresor agar menghentikan operasi militer dan kembali
mematuhi hukum internasional. Meskipun dampak sanksi terhadap perilaku pihak yang disanksi
seringkali memerlukan waktu untuk terlihat, namun langkah ini memperlihatkan solidaritas
global terhadap perlindungan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Selain itu, mekanisme
penegakan hukum juga harus didukung oleh akses tanpa hambatan bagi organisasi kemanusiaan
internasional dan media independen untuk melakukan misi kemanusiaan dan peliputan di
daerah konflik. Penghalangan akses dapat memperburuk penderitaan korban dan mempersulit
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proses dokumentasi pelanggaran. Oleh sebab itu, kebijakan internasional harus menekankan
pentingnya menghormati prinsip netralitas dan kebebasan bergerak bagi organisasi-organisasi
tersebut. Dalam praktiknya, banyak organisasi kemanusiaan mengadopsi pendekatan yang
sangat berhati-hati dan berkoordinasi secara ketat dengan berbagai pihak agar bantuan dapat
tersalurkan secara efektif dan aman.

Dari sisi pencegahan, sangat penting untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan
hukum humaniter internasional bagi para aparat militer dan pihak terkait lainnya.
Pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip HHI dapat membantu
mengurangi risiko pelanggaran, sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hukum
dan hak asasi manusia di lingkungan militer. Pelatihan ini harus menjadi bagian integral dari
proses rekrutmen dan pembinaan personel militer, dan disertai dengan pengawasan yang ketat
terhadap implementasinya di lapangan. Dalam hal penyelesaian konflik, dialog dan negosiasi
damai yang berlandaskan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional
merupakan kunci untuk mengakhiri kekerasan. Komunitas internasional harus aktif mendorong
jalur diplomasi dengan menghadirkan mediasi yang objektif dan inklusif, sehingga kepentingan
semua pihak dapat didengar dan solusi yang adil dapat dicapai. Dalam proses ini, perlindungan
hak-hak korban dan pemulihan sosial harus menjadi bagian utama dari agenda perdamaian,
agar proses rekonsiliasi dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Rekomendasi lainnya adalah penguatan mekanisme akuntabilitas nasional di Ukraina dan
negara-negara terkait. Meskipun penegakan hukum internasional penting, proses domestik
yang kuat juga menjadi unsur penting dalam mengadili pelanggar hukum humaniter. Dukungan
internasional dalam bentuk pelatihan, sumber daya, dan pertukaran informasi harus diberikan
agar kapasitas sistem peradilan nasional dapat meningkat. Dengan begitu, upaya pengadilan di
tingkat nasional dan internasional dapat berjalan secara sinergis. Akhirnya, perlindungan
jangka panjang bagi korban dan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas. Program
rehabilitasi fisik dan psikososial, pemulihan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta
dukungan ekonomi merupakan aspek penting yang perlu diintegrasikan dalam rencana
pemulihan pasca-konflik. Tanpa pemulihan sosial yang efektif, risiko konflik berulang atau
dampak negatif berkepanjangan akan tetap tinggi.

KESIMPULAN

Konflik Rusia-Ukraina memberikan gambaran yang nyata mengenai kompleksitas dan
tantangan besar dalam penegakan hukum humaniter internasional di dunia modern.
Pelanggaran yang terjadi terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, perlakuan tidak
manusiawi terhadap tawanan perang, serta deportasi paksa menimbulkan penderitaan luar
biasa dan mengancam norma-norma hukum internasional yang sudah lama dibangun.
Komunitas internasional perlu terus bersinergi untuk mendorong akuntabilitas pelaku
pelanggaran, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta mengupayakan solusi
damai yang langgeng. Penegakan hukum yang kuat dan kerjasama multilateral menjadi kunci
bagi terciptanya pemulihan dan stabilitas kawasan yang terdampak konflik.
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